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ABSTRAKSI 

Pembangunan merupakan hal yang paling penting dalam upaya merubah 
kondisi suatu negara menjadi lebih baik. Karena itu pihak pemerintah selalu berusaha 
untuk mencari model pembangunan yang paling tepat dalam upaya mempercepat 
pencapaian hasil pembangunan. 

Dua model pembangunan yang paling dikenal adalah top down planning dan 
bottom up planning. Top down planning merupakan model pembangunan yang lebih 
mengutamakan peranan pemerintah dalam merencanakan pembangunan yang akan 
dilaksanakan, masyarakat hanya sebagai objek pembangunan. Model ini memiliki 
kelebihan dari sisi kesuksesan skenario tahapan pembangunan yang disusun 
pemerintah yang lebih tepat diterapkan pada pengadaan sarana prasarana. Namun 
hasil pembangunan belum tentu diterima masyarakat dalam arti kesesuaian 
pembangunan dengan kebudayaan masyarakat. Hal ini memberikan kemungkinan 
ditolaknya hasil pembangunan oleh masyarakat sehingga menjadi sia-sia. 

Bottom up planning merupakan kebalikan dari top down planning. Model ini 
memiliki kelebihan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan 
sehingga apa yang diinginkan pemerintah disesuaikan dengan keinginan masyarakat. 
Hal ini memberikan kemungkinan diterimanya hasil-hasil pembangunan karena 
merupakan ide masyarakat sendiri. Model ini telah merubah paradigma terhadap 
masyarakat sebagai objek pembangunan menjadi masyarakat sebagai subjek 
pembangunan. 

Tugas pembangunan tidak lagi diletakkan di pundak pemerintah saja, tetapi 
telah menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kata kunci dari 
pendekatan ini adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi menjadi pusat penelitian 
dalam upaya peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. 

Penulis memilih penelitian yang berkaitan dengan partisipasi dalam upaya 
untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam perencanaan 
pembangunan yang sistemnya telah dipilih pemerintah atasan untuk dilaksanakan. 
Proses perencanaan pembangunan telah distandarkan untuk seluruh wilayah 
Indonesia dengan peraturan. Hanya pada pelaksanaannya diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah. 

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan analisa domain dalam menganalisis 
partisipasi masyarakat dalam bentuk usulan. Penulis menemukan bahwa partisipasi 
masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kota Binjai cukup baik dilihat dari 
indikator usulan sebagai indikator output forum perencanaan pembangunan. 

asyarakat secara aktif mengajukan usulan setiap tahun. 
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Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga memperlakukan usulan sebagai bahan 
penyusunan APBD dengan mengkombinasikan usulan masyarakat dengan kebijakan 
pembangunan. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah dengan dasar kondisi usulan 
bersifat terpusat hanya pada sektor tertentu saja yaitu yang bersifat fisik berupa 
sarana prasarana, sementara pembangunan harus dilakukan pada seluruh sektor 
pembangunan yang mencakup bidang ekonomi dan sosial budaya. 

Kerjasama yang baik antara masyarakat dari sisi bottom up planning dan 
kernauan Pemerintah dari sisi top down planning dalam menampung dan 
merealisasikan usulan tersebut merupakan bentuk perpaduan bottom up planning dan 
top down planning yang serasi. 

IX UNIVERSITAS MEDAN AREA



l.l.Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHlJLlJAN 

Pembangunan sebagai suatu usaha sadar untuk melakukan perubahan 

menuju keadaan yang lebih baik telah dianggap sebagai solusi bagi kemajuan 

suatu negara. Karena itu pembangunan menjadi fokus pemikiran terutama pada 

tahap perencanaan yaitu merancang tahap-tahap apa yang harus ditempuh untuk 

mewujudkan suatu kondisi yang dicita-citakan. 

Dalam pembangunan, sekurang-kurangnya terdapat tiga komponen 

penting yang selalu terlibat yaitu perencana (policy makers), agents dan 

masyarakat yang dijadikan sasaran (adopters). Perencana adalah mereka yang 

secara teoritis mengembangkan konsep, strategi dan metodologi yang dipandang 

dapat diandalkan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Agents pada 

umumnya merupakan petugas yang berusaha menterjemahkan ide dan pikiran 

para perencana itu kepada masyarakat. Sedangkan masyakat yang menjadi 

sasaran pembinaan adalah unsur penerima gagasan (adopters). 

Sejalan dengan arus perubahan jalannya pemerintahan di Indonesia, 

peranan ketiga komponen tersebut juga mengalami perubahan. Pemberian 

otonomi kepada Daerah yaitu Kabupaten dan Kota dengan diberlakukannya 
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memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih berperan dalam memberikan 

masukan kepada perencana dalam proses perencanaan pembangunan. 

Belajar dari pengalaman masa lalu dengan sistem perencanaan 

pembangunan top down planning yang dirasakan kurang membawa keberhasilan, 

maka pada masa otonomi daerah yang dipergunakan adalah sistem bottom up 

planning yang memperbesar partisipasi masyarakat. 

Solusi ini tidak langsung menjadi penyelesaian masalah tanpa masalah, 

karena warisan sikap masyarakat dari sistem top down planning tidak mudah 

untuk segera dirubah. Hal ini karena terdapat gejala yang menunjukkan bahwa 

masyarakat sudah terbiasa dan mulai merasa keenakan dengan berbagai subsidi 

pembangunan yang selama ini mereka terima. Suntikan dana pemerintah selama 

dasa warsa yang lalu ternyata telah mengubah sikap mental masyarakat. 

Umumnya mereka menilai bahwa semua program pembangunan dan 

pemeliharaan hasil pembangunan itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, 

bukan masyarakat. Sikap ini tergambar dari berbagai kasus tentang sikap apatis 

masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan di daerah mereka. 

Masalah sikap apatis masyarakat lahir juga didukung oleh pengalaman 

masa lalu meskipun masyarakat sudah berusaha untuk menyampaikan aspirasi 

melalui usulan pada tingkat kelurahan, namun karena panjangnya prosedur usulan 

sampai ke tingkat propinsi bahkan pusat sebagai penentu, maka usulan tersebut 
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